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Sejak diberlakukannya UU N0.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah secara efektif padatanggal 1 Januari 2001, telah
terjadi perubahan-perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang.
Perubahan yang mendasar itu antara lain teridentifikasi dari tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kota
Tangerang sebagal Daerah Otonom; dan tersusunnya kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD)
Kota Tangerang untuk melaksanakan Rencana Strategis tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk Kebijakan Alokasi Pengeluaran Pemerintah Kota Tangerang, dengan
merumuskan permasalahan penelitian, yakni : bagaimana mekanisme penjabaran Rencana Strategis Kota
Tangerang di dalam perumusan kebijakan alokasi anggaran pembangunan; dan faktor-faktor apa sgja yang
mempengaruhi perumusan kebijakan alokasi anggaran pembangunan tersebut. Penelitian menggunakan teori
Anggaran, teori mangjemen keuangan Daerah dan teori Penyusunan Rencana Anggaran.

Sumber data : Informan Penelitian serta buku dan dokumen. Jenis data yang dikumpulkan : data primer
kualitatif dan data sekunder. Teknik pengumpulan data : teknik wawancara, studi kepustakaan dan
observasi. Teknik penentuan Informan : Teknik snow ball. Pembahasan menggunakan metode analisis
kualitatif.

Dari pembahasan hasil penelitian maka diperoleh kesmpulan :

Pencanangan Vis dan Misi Kota Tangerang telah menimbulkan perubahan organisasi dan manajemen
kepemerintahan yang tercermin dari perubahan kebijakan pengeluaran Pemerintah dalam melaksanakan
kegiatan pembangunan untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan sumber daya manusia,

K ebutuhan dan permasal ahan yang dihadapi K ota Tangerang adal ah bahwa pada satu sisi perubahan struktur
perekonomian, dari Daerah agraris menjadi Daerah industri dan perdagangan memerlukan dukungan
kualitas sumber daya manusia yang seimbang dengan perubahan struktur perekonomian tersebut. Namun di
sisi lain, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kondisi kemiskinan dan pengangguran serta belum
optimalnya kualitas sumber daya aparatur masih menjadi kendala pembangunan.

Visi dan Misi Kota Tangerang terbentuk dari karateristik wilayah yang secara alami terpengaruh oleh situasi
dari kondisi dinamis kehidupan sosial ekonomi Propinsi DK Jakarta. Hal ini dapat terjadi karena kuatnya
korelas faktor kependudukan, faktor perkembangan industri dan perdagangan serta faktor kehidupan sosial
masyarakat, diantara wilayah Kota Tangerang dengan wilayah Propinsi DK Jakarta.

Dan arah kebijakan umum yang bersifat strategis, diketahui bahwa arah kebijakan pembangunan di Kota
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Tangerang lebih terfokus pada peningkatan sarana dan prasarana fisik yang dapat memperlancar roda
perekonomian, peningkatan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat
memenuhi kebutuhan industrialisasi dan perdagangan yang semakin berkembang, termasuk pengembangan
fungs lembaga-lembaga perekonomian mikro yang berbasis pada sistem perekonomian rakyat.

M ekanisme penyusunan kebijakan alokasi anggaran pembangunan merupakan suatu serangkaian tahapan
aktivitas administrasi yang meliputi penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD, penyusunan Strategi
dan Prioritas APBD, penyusunan Rencana Program dan Kegiatan, penerbitan Surat Edaran, penyusunan
Pernyataan Anggaran, dan penyusunan Rancangan Anggaran Daerah. Rangkaian aktivitasini terjadi dalam
dinamika hubungan antar lembaga, yang secara teknis dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif dan
Panitia Anggaran Legidatif. Dan hasil perubahan kebijakan alokasi anggaran pembangunan tahun 2002
diketahui terdapat kebijakan alokasi anggaran pembangunan yang tidak rasional, yaitu alokasi anggaran
untuk Sektor Aparatur dan Pengawasan.

Faktor sumber daya aparatur Pemerintahan dan anggota L egislatif Daerah, merupakan faktor determinan
dalam proses penyusunan kebijakan alokasi anggaran pembangunan. Faktor-faktor lain yang juga
mempengaruhi proses penyusunan kebijakan alokasi anggaran pembangunan adalah kebutuhan dan
permasalahan Daerah, terutama kebutuhan dan permasalahan di bidang pendidikan, perekonomian dan
sumber daya apartur; potensi sosial dan potensi perekonomian masyarakat; strategi dan arah kebijakan
pembangunan; program strategis pada masing-masing unit kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang; pel aku-
pelaku ekonomi Daerah; dan lembaga swadaya masyarakat.

Saran-saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut :
Perumusan kebijakan alokasi anggaran pembangunan untuk Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan
perlu didasarkan pada analisis kebutuhan fungsional secara transparan.

Perumusan kebijakan alokasi anggaran pembangunan untuk Sektor Pengembangan Usaha Daerah,
Keuangan Daerah dan Koperasi perlu didasarkan pada hasil penelitian mengenal kinerja keuangan Badan
Usaha Milik Daerah serta analisis potensi, kendala dan perkembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha
Menengah dan Koperasi di Kota Tangerang.

Perumusan kebijakan Alokasi Anggaran Pembangunan perlu diperkuat oleh Tim Analisis Kebijakan
Keuangan Daerah yang terdiri atas unsur konsultan keuangan dan konsultan ekonomi pembangunan dari
berbagai perguruan tinggi.

Perlu dilakukan survey terhadap potensi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota
Tangerang dengan melibatkan tenaga-tenaga profesional dari berbagai perguruan tinggi, dan hasilnya
disosialisasikan ke seluruh pihak yang berkepentingan.



